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Setelah membaca, mengkaji penjelasan Menteri Negara Koperasi dan UKM

Republik Indonesia dan mendengarkan berbagai pertanyaan yang diajukan oleh Komisi
VI DPR RI serta materi dialog yang berkembang dalam Rapat Kerja, maka sesuai
dengan Peraturan Tata Tertib Pasal 101 ayat (3) dapat diambil kesimpulan, sebagai

1.

" berikut: :

Sehubungan dengan adanya kebijakan penghematan anggaran pada tahun 2008
sebagaimana surat Menteri Keuangan R Nomor : S-1/MK.02/2008 tanggal 2 januari
2008 tentang penghematan anggaran Kementerian/Lembaga, Komisi VI DPR RI
meminta agar penghematan anggaran ini tidak mengurangi optimalisasi
keberlangsungan pengembangan program atau Kebijakan Pembinaan Koperasi dan
UMKM khususnya di daerah-daerah.

Berkaitan dengan program pemotongan/'penghematan anggaran Kementerian
Negara Koperasi dan UKM RI, maka Komisi VI DPR RI akan menindaklanjuti
pembahasan tersebut lebih dalam dengan Sekretaris Menteri Negara Koperasi dan
UKM REL

Komisi VI DPR RI menyambut baik kebijakan Pemerintah yang disampaikan oleh
Presiden Ri pada tanggal 3 Maret 2008 tentang hapus-tagih Kredit Usaha Tani
(KUT) sesuai dengan hasil keputusan Rapat Kerja Komisi VI DPR Rl dengan
Kementerian Negara Koperasi dan UMKM RI tanggal 20 Juni 2006. Selanjutnya
Komisi VI DPR Rl meminta kebijakan tesebut direalisasikan secepatnya.
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